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Refany Ayunita, 2021, The Effect of Original Income, General Allocation 
Funds and Excess Budget Financing on the Allocation of District/City 
Government Capital Expenditures in Central Java Province (2015-2019). 
The purpose of this study was to determine the effect of local revenue, 
general allocation funds and excess budget financing on the allocation of capital 
expenditures. Researchers use secondary data. Collecting the data needed by 
researchers using an intermediary government website, namely at 
www.djpk.kemenkeu.go.id. The independent variables used in this study are local 
revenue, general allocation funds, excess budget financing and the dependent 
variable, namely the allocation of capital expenditures. 
In collecting data, researchers used documentation methods and online data 
tracing. The sampling technique used in this study is saturated sampling technique 
with the existing population as the sample. The amount of data collected was 175 
with the 2015-2019 period in local governments in Central Java Province. 
The results of this study reveal that local revenue and general allocation 
funds have a possitive effect on the allocation of capital expenditures in contrast 
to the remaining excess budget financing which does not have a possitive effect 
on the allocation of capital expenditures. 
Keyword: Original Income, General Allocation Funds and Excess Budget 









Refany Ayunita, 2021, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 
Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 
terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Tengah (Tahun 2015-2019). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan 
asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap 
alokasi belanja modal. Peneliti menggunakan data sekunder. Pengumpulan data 
yang dibutuhkan peneliti menggunakan perantara website pemerintah yaitu pada 
www.djpk.kemenkeu.go.id. Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih 
pembiayaan anggaran dan  variabel dependennya yaitu alokasi belanja modal. 
Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi dan 
penelusuran data online. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini 
yaitu teknik sampling jenuh dengan jumlah populasi yang ada dijadikan sebagai 
sampel. Jumlah data yang terkumpul yaitu sebanyak 175 dengan periode tahun 
2015-2019 pada pemerintah daerah di Provinsi  Jawa Tengah. 
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah dan 
dana alokasi umum berpengaruh secara positif terhadap alokasi belanja modal 
berbeda dengan sisa lebih pembiayaan anggaran yang tidak memiliki pengaruh 
secara positif terhadap alokasi belanja modal. 
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih 
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A. Latar Belakang Masalah 
Reformasi merupakan perubahan peraturan pada masa kehidupan yang 
lalu ke masa kehidupan baru yang memiliki tujuan ke arah yang lebih baik. 
Kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia pada masa reformasi 
telah berubah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penyerahan 
kewewnangan sistem pada pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat 
disebut dengan desentralisasi (Suryana, 2017). Wujud reformasi melalui 
pemerintah yang memiliki tata kelola baik yaitu adanya desentralisasi 
pendanaan dan otonomi pada suatu daerah. Adanya transparasi dan 
akuntabilitas merupakan tanda dari tata kelola pemerintah yang baik. 
Keterbukaan serta mudah untuk diakses oleh siapa pun merupakan 
transparasi. Akuntabilitas merupakan sebuah proses dan hasil dari pelayanan 
publik harus bisa dipertanggung jawabkan pada publik (Zais, 2017). 
Indonesia akan menjadi pemerintahan yang lebih baik lagi jika 
pengelolaan keuangan dapat didasari oleh prinsip yang ada pada tata kelola 
yang baik. Pemerintah harus melaksanakan reformasi manajemen dalam 
pendanaan pemerintah pada pusat atau daerah. Pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu bentuk kewenangan pemerintah 





Pelaksanaan reformasi juga dapat diperkuat dengan diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah telah 
berkali-kali mengalami perubahan, yang terakhir adalah perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004. Pengembangan otonomi daerah dengan memanfaatkan landasan 
yuridis yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Kartika & Rohman, 2019). 
Kewajiban pada daerah agar bisa mengelola dan menata urusan sendiri 
merupakan otonomi daerah, lalu untuk mengarus dan mengatur daerahnya 
harus berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku. Desentralisasi 
kewenanagan dan tanggung jawab yang ada pada pemerintah merupakan 
bentuk dari otonomi di suatu daerah. Agar dapat mendorong pertumbuhan 
dan pembangunan ekonomi pada suatu daerah, pemerintah harus 
mempersempit kesenjangan, dan meningkatkan pelayanan di rana publik, ini 
merupakan tujuan dari otonomi daerah (Noora & Achmad , 2017). Pada 
Keputusan Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa desentralisasi yaitu 
sistem NKRI mengelola bentuk dari desentralisasi kekuasaan pada kepala 
daerah otonom dan pada pemerintah. Kewenangan yang kuat yang diberikan 
pada pemerintah daerah agar bisa mengelola suber daya dan potensi kekayaan 
secara baik dan maksimal (Anies & Toni , 2016). 
Salah satu dari bentuk otonomi disuatu daerah yaitu dengan adanya 





yaitu belanja operasional dan belanja modal. Biaya operasional yaitu 
pengeluaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan non-investasi dengan 
masa berlaku kurang dari satu tahun. Sementara itu, belanja modal mengacu 
pada belanja investasi dalam bentuk belanja dengan masa kerja lebih dari satu 
tahun (Sukmawati, Suwendra, & Yudiaatmaja, 2016). 
Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, pengelolaan keuangan 
negara mengalami perubahan yang mendasar. Desentralisasi yaitu sudah 
sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan daerah dan desentralisasi, 
desentralisasi didasarkan pada prinsip desentralisasi dan desentralisasi 
keuangan nasional. Dalam rangka untuk mengurangi upaya dari pemerintah 
guna mendorong pembangunan daerah itu merupakan belanja modal. Dampak 
positif dari pertumbuhan ekonomi daerah yaitu adanya pembangunan daerah  
(Zais, 2017). Untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan belanja 
modal guna mencapai modal sebagai alat peningkatan dan memperbaiki 
infrastruktur yaitu dengan adan pertumbuhan ekonomi daerah yang sangat 
cepat (Kartika & Rohman, 2019). 
Keadaan fenomena pada penelitian ini yaitu tentang dana belanja modal 
infrastruktur. Dana belanja modal infrastruktur menjadi masalah bagi 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah semakin dipaksa untuk 
meninggikan tingkat transparansi dan akuntabilitas otonomi daerah. Wujud 
pengelolaan keuangan yang relevan sangat erat kaitannya dengan fungsi 
pemerintah dalam memberikan sebuah pelayanan pada masyarakat agar 





tersendiri dalam pendanaan kegiatan, maka dari itu menyebabkan masalah 
fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya (BPK, 2020).  
Pengelolaan keuangan suatu daerah merupakan kegiatan yang 
mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Alokasi anggaran 
harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas, yang tercermin dari posisi 
belanja modal. Alokasi belanja modal dalam APBD itu sangat penting 
sebagai kebutuhan sarana dan prasarana terkait di daerah, baik itu lancarnya 
sebuah pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas umum (Suryana, 
2017). Semua daerah wajib memberikan sebuah laporan sebagai bentuk 
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah serta menyerahkan 
pada DPRD sebuah laporan pertanggung jawaban, dan juga dapat 
memberikan data kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pada 
pemerintahan daerah. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan teori keagenan. 
Teori keagenan menjelaskan bahwa terjadinya asimetri informasi disebabkan 
adanya perbedaan informasi antara pemerintah daerah (agen) dan DPRD 








Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 
Gambar 1.1 
Perkembangan Realisasi Belanja Modal dan Belanja Pegawai di 
Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 
 
Berdasarkan informasi grafik diatas menyebutkan bahwa belanja modal 
dari tahun 2015-2019 mengalami naik turun karena adanya masalah kinerja 
antar daerah yang belum merata dan masih mementingkan kebutuhan 
pegawai daripada kebutuhan masyarakatnya. Jika dibandingkan dengan 
belanja pegawai secara keseluruhan, alokasi belanja modal dapat dikatakan 
minim. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa APBD yang diberikan tidak 
dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. 
Belanja modal merupakan salah satu indikator pemda yang menargetkan 
lebih dari 1 periode anggaran dan akan memberikan tambahan aset daerah. 
Selain itu, tambahan tugas belanja modal akan diberikan sesuai dengan 
















dan pemerintah) Atau kegiatan sekaligus, alokasi yang ada pada anggaran 
adalah jumlah dari dana yang diberikan untuk rencana daerah. PAD, DAU, 
dan SiLPA merupakan faktor yang memiliki pengaruh pada skala alokasi 
belanja modal (Noora & Achmad , 2017). 
Faktor utama yang dapat mempengaruhi belanja modal adalah PAD. 
PAD merupakan pemasukan dana yang memiliki sumber dari wilayah sendiri, 
dan didapat berdasarkan perda yang ada. PAD yaitu bentuk spesifik 
pembangunan pemerintah daerah. Untuk menambah kualitas dari pelayanan 
publik, sangat diharapkan adanya peningkatan dalam PAD yang bisa 
meningkatkan kegiatan investasi dalam belanja modal (Nugroho, 2017). 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pendapatan 
memiliki sumber dari dalam APBD yaitu dana dari perimbangan yang bisa 
dimanfaatkan sebagai pendukung pemerintah untuk menjalankan 
kekuasaannya guna mencapai otonomi daerah. 
Faktor kedua adalah DAU. Jenis modal yang memiliki sumber daro 
penerimaan APBN yang dianggarkan ke berbagai daerah dan memilki tujuan 
sebagai penyeimbang kemampuan pendanaan guna menyediakan dana 
sebagai pelaksanaan desentralisasi merupakan DAU. Pada tiap daerah 
memiliki sumber pendanaan yang beda dalam membiayai aktivitas 
pemerintahan, yang akan menyebabkan masalah fiskal pada daerah. Dengan 
pengalokasian DAU merupakan bentuk dari pemerintah pusat dalam 
menghadapi masalah tersebut (DJPK, 2017). Umumnya alokasi dana yang 





sekaligus, sedangkan hibah lump sum merupakan dana yang tidak 
mempunyai syarat tertentu dan dapat menimbulkan pemborosan dana. 
Umumnya dana yang dialokasikan pada dasarnya digunakan untuk belanja 
modal guna memperlancar kelancaran pembangunan daerah, namun nyatanya 
setengah dari biaya tersebut digunakan oleh pemerintah untuk belanja 
pegawai (Kartika & Rohman, 2019) 
Faktor ketiga adalah SiLPA. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006 menjelaskan bahwa selisih dari surplus/defisit dalam satu periode 
merupakan dari SILPA. Sangat diinginkan untuk melebihi target SiLPA yang 
berasal dari pendapatan daerah dan target efisiensi. SiLPA juga digunakan 
sebagai isu kunci yang sebelumnya telah disepakati oleh badan legislatif. 
SiLPA cenderung menampilkan kelemahan eksekutif senior di bidang 
perencana serta pengelola biay. SiLPA digunakan untuk belanja modal 
langsung guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Sukmawati, Suwendra, & 
Yudiaatmaja, 2016). 
Penelitian yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi belanja 
modal telah dilakukan beberapa kali. Penelitian yang dilakukan oleh (Novira, 
Kirmizi, & Novita , 2017) menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap belanja modal, sedangkan SiLPA tidak berpengaruh 
signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan menurut penelitian (Anies & 
Toni , 2016) tidak terdapat hubungan timbal balik antara variabel DAU dan 






Berdasarkan pembahasan diatas membuat peneliti tertarik untuk 
melakukan suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SiLPA) terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2015-2019)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkannlatarrbelakang penelitian yanggdikemukakan diatas,mmaka 
rumusan masalahhpada penelitiannini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat pengaruhhsecara positif antara PADDterhadappAlokasi 
BelanjaaModalapada Kabupaten/Kotaadi Provinsi JawaaTengah? 
2. Apakah terdapat pengaruhhsecara positif antara DAUUterhadap Alokasi 
BelanjaaModal padaaKabupaten/Kota diiProvinsi JawaaTengah? 
3. Apakah terdapat pengaruhhsecara positif antara SiLPA terhadappAlokasi 
BelanjaaModal padaaKabupaten/Kota diiProvinsi JawaaTengah? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalahhdiatas, makaapenelitian ini dilakukan 
untukktujuan sebagaiiberikut: 
1. Memperoleh bukti bahwaaaPAD memilikiiipengaruhhisecaraapositif 







2. Memperoleh buktiiibahwa DAU memiliki pengaruhhbsecara positif 
terhadappAlokasi BelanjaaModal pada Kabupaten/Kotaadi Provinsi 
JawaaTengah. 
3. Memperoleh buktiiibahwa SiLPA memiliki pengaruhhhsecara positif 
terhadappAlokasi BelanjaaModal pada Kabupaten/Kotaadi Provinsi 
JawaaTengah. 
D. Manfaat Penelitian 
Diharapkannpenelitian ini dapattmemberikan manfaattsebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bagi Penulis 
Penulissmemiliki harapan agar penelitiannini dijadikan sebagai 
bentuk untuk pembelajaranndibidang ilmiahhguna meningkatkan 
pengetahuanndidalam bidanggakuntansi terutamaatentang alokasi 
belanja modal.  
b. Bagi Akademis 
Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber referensi untuk 
bahan pembelajaran dalam pendidikan terkait dengan alokasi belanja 
modal.  
2. Manfaat Praktis 
a. Hasillyang didapat dalammpenelitian ini berharap dapat memberikan 
manfaat dan sumberrreferensi terutamaauntuk yang berkaitan dengan 






b. Diharapkan penelitian ini bisa dipakai sebagai bahan referensi pada 
peneleti selanjutnya terutama sebagai penelitian di bidang akuntansi 
dan alokasiibelanja modallPemerintah Daerah Kabupaten/Kotaadi 
Provinsi JawaaTengah. 
c. Diharapkan penelitiannini bisa dijadikan untuk bahan pertimbangan 
mengenai alokasiibelanja modallPemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
diiProvinsi JawaaTengah. 
d. Diharapkan penelitiannini bisa memberi saran ke Pemda khususnya 










A. Landasan Teori 
1. Agency Theory (Teori Keagenan) 
Agency Theoryymenurut Black’s Law (1991) dalam Santoso (2015) 
menjelaskan bahwa keagenan merupakan sebuah hubungan dua (2) pihak 
yang ada pada perjanjian, yang mana agen diberikan kekuasaaan untuk 
melakukan suatu tindakan untuk prinsipal dan tindakan yang dilakukan 
oleh agen itu sudah mengikat pada prinsipal, karena dituangkan dalam 
sebuah perjanjian. Keagenan ini merupakan hubungan yang didasari 
pada sebuah kepercayaan penuh dari pihak yang menyetujui untuk 
melaksanakan sebuah tindakan atas nama orang lain, dan dibawah 
awasan dari orang lain. Berdasarkannrumusan diatassmaka yang 
merupakannciri-ciri adanya hubungannkeagenan yaitu sebagaiiberikut: 
a. Seorang pihakkyang menyerahkan tugasnya agar dapat 
melaksanakan suatu tindakan hukum tertentu kepada pihak lain 
disebut prinsipal. 
b. Seorang pihak yang telah diserahkan sebuah tugasnya agar dapat 
melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu  disebut agen. 
c. Hubungan hukum yang terjadi dapat menyebabkan sebuah hakkdan 





Anggarannpendapatan dannbelanja daerah didasari dengannteori 
keagenan. (Setiawan, 2014) menjelaskan bahwa APBD adalah cerminan 
dari pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mengembangkan 
akuntabilitas dan kapabilitas pemerintah. Dalam proses penyusunan 
APBD masyarakat merupakan penyumbang utama dalam sumber 
penerimaan melalui pajak dan retribusi dan sudah sepantasnya dilibatkan. 
Akuntabilitas dalam pemerintah merupakan kewajiban pemerintah 
sebagai pemegang amanah agar dapat memberikan sebuah tanggung 
jawab kepada pihak masyarakat yang mempunyai hak untuk memintah 
pertanggung jawaban. Pada sistem pemerintahan yang ada  di Indonesia, 
pemerintah daerah merupakan agen yang bertanggung jawab dalam 
segala urusan pemerintah kepada masyarakat dan sesuai dengan 
kepentingan masyarakat sebagai prinsipal (Hanifah, 2017). 
Hubungan keagenan akan memunculkan sebuah persoalan antara 
agen dan prinsipal atau disebut asimetri informasi. Pemerintah memiliki 
segundang informasi daripada yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah 
cenderung akan lebih mementingkan pribadinya. Masyarakat seringkali 
tidak merasa puas dengan kinerja APBD serta keluhan ketimpangan yang 
marak terjadi antara pengeluaran pemerintah dan publik. Hal ini terjadi 
karena masyarakat tidak dapat mengawasi seluruh kegiatan yang 






2. Alokasi Belanja Modal 
Standar Akuntansi Pemerintah menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 
menjelaskan bahwa sebuah pengeluaran yang digunakan supaya bisa 
mendapatkan aktiva tetap dan aktiva lainnya merupakan arti belanja 
modal. Contoh dari belanja modal sendiri yaitu mencakup belanja (tanah, 
bangunan, gedung, peralatan)nserta aset yang tidakkberwujud lainnya. 
Belanja publik dannapartur merupakan katergori dari belanja modal. 
Belanja yang mempunyai manfaat yang bisa dirasakan masyarkat secara 
langsung merupakan belanja publik, sedangkan hasil dari sebuah belanja 
yang bisa dirasakan apartur secara langsung yaitu merupakan berlanja 
apartur. Belanja dalam sebuah anggaran yang dapat di manfaatkan untuk 
mendapatkan atau meningkatkan penggunaan lebih pada 1 periode dan 
melebihi batas minim dari aktiva tetap lainnya merupakan belanja modal 
yang diatur dalam Peraturan MK 91/PMK.06/2007. 
Berdasarkan yang ada di Permendagri No 13 Tahun 2006, 
menerangkan bahwaabelanja yanggtelah menyiapkan sebuah aset yang 
berwujud dan dapat dimanfaatkan selama lebih dari satu (1) tahun guna 
kegiatan yang ada pada pemerintah merupakan arti dari belanja modal. 
Riadi, (2020) menyatakan bahwa berdasarkan SAP arti dari belanja 
modal yaitu  dana yang keluar guna melatar belakangi pembangunan 
suatu modal, dan pada dasarnya dapat meningkatkan aktiva 
tetap/persediaan, sehingga memberikan manfaat untuk beberapa periode 





serta menambahka kualitas dan kapasitas aset. SAP yang diaturrmenurut 
PP Nomor 71 Tahun 2010 memiliki macam-macam belanjaamodal yaitu 
sebagai berikut ini: 
a. Belanja Tanah 
Suatu jenis pengeluaran dana yang dapat dimanfaatkan sebagai 
penggandaan, membeli, mengalihkan nama dan sewa tanah, membuat 
sertifikat dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan pendapatan  
tanah sampai dalam keadaan dapat digunakan. 
b. Belanja Peralatan dan Mesin 
Sejenis dana yang dimanfaatkan guna membeli, menambah 
kapasitas, dan menyediakan investor yang telah digunakan melebihi 
satu tahun sampai peralatan tersebut siap (Ketentuan Penggunaan). 
c. Belanja Gedung dan Bangunan 
Dana yang keluar sebagai pengadaan, biaya tambahan dan dana 
yang dikeluarkan sebagai perencanaan, pengawasan dan pengelolaan 
sebuah gedung, kapasitas dapat ditingkatkan hingga gedung tersedia. 
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Dana pembelian, penambahan serta pemeliharaan, termasuk dana 
perencanaan, pengelolaan dan pengawasan, biaya tersebut dapat 
meningkatkan kapasitas irigasi, jaringan dan jalan bila tersedia. 
e. Belanja Aset Tetap Lainnya 
Dana yang dikeluarkan sebagai pembelian, peningkatan dan 





kategori belanja modal. Kategori lain dari aset tetap termasuk kontrak 
sewa dan pembelian, pembelian seni, barang kuno, dan barang 
museum, tanaman, buku, dan majalah ilmiah. 
Menurut PER-33/PB/2008 Departemen Keuangan AS tentang 
pemanfaatan dari penerimaan dana, belanja pegawai, barang dan 
pedoman akun belanja modal, disebutkan jika persyaratan berikut ini 
terpenuhi, maka belanja akan dimasukkan ke dalam modal standar 
pengeluaran: 
a. Dana yang dikeluarkan ini mengarah pada pembelian aktiva tetap 
atau aktiva lain, sehingga meningkatkan manfaat, umur, dan 
kapasitasnya. 
b. Dana yang dikeluarkan melampaui kapitalisasi minim aktiva tetap 
atau aktiva lain yang ditentukan pemerintah. Akuisisi aktiva tetap 
tidak dimaksudkan untuk dijual. 
c.  Dana yang dikeluarkan tersebut direncanakan setelah pembelian 
aktiva tetap atau aktiva lainnya, dengan ketentuan dana yang keluar 
tersebut meningkatkan tujuan, batasan, kualitas dan kuantitas aktiva 
yang dipunyai, dan dana yang dikeluarkan tersebut mencapai nilai 
kapitalisasi minim dari aktiva tetap/aktiva lain tersebut. 
Berikut ini merupakan rumus untuk perhitungannBelanja Modal: 
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan 
             Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + 
             Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan +  






3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Perimbangan pendanaan pusat dan daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD merupakan 
suatu pemasukan dana yang didapatkan pada suatu daerah dan diambil 
menurut Perda yang berlaku dan sesuai dengan Undang-Undang. 
Asmarani, (2020) menyatakan bahwa PAD merupakan perwujudan dari 
asas desentralisasi dan sumber penerimaan daerah. Melalui PAD, 
pemerintah daerah berhak membiayai penyelenggaraan otonomi daerah 
sesuai pada potensinya. 
Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 33/2004, PAD legal lainnya 
dikategorikan pada hasil perdagangan kekayaan disuatu daerah yang 
belum terbagi, giro, penerimaan bunga, keuntungan selisih kurs, dan 
komisi potongan yang diterima dari penjualan dan  pembelian barang 
atau layanan. Keempat sumber pendapatan tersebut secara sinergis akan 
menghasilkan PAD yang dapat mendukung operasional perekonomian 
suatu daerah. Sebagai sumber pendapatan, PAD juga mencerminkan 
derajat mandirinya daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 menyatakan bahwa untuk mengatur rumah tangganya pemda harus 
diberi sebuah penerimaan keuangan untuk membiayai semua aktivitas 
dari pelaksanaan kegiatan serta tugas dari pemerintah guna 
menyejahterakan rakyat secara adil dan damai. 
 PAD ini memiliki sebuah tujuan sebagai alat yang menyerahkan 





dalam daerah agar melaksanakan otonomi di suatu daerah yang 
berdasarkan pada asas desentralisasi. Adapun pembagian Pendapatan 
Asli Daerah menurut  Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 yang 
berdasarkan pada jenisspendapatan yanggterdiri atas: 
1. Pajak Daerah  
Salah satu macam pajakkdaerah yang memiliki asal dari 
pungutan wajib orang ke daerah. Meningkatnya penerimaan pajak 
makan akan makin banyak juga pembangunan yang terjadi pada 
suatu daerah. Tentunya dengan tingginya pendapatan masyarakat, 
hal ini sebelumnya dibarengi dengan daya beli masyarakat, sehingga 
keseimbangan pembangunan antara dana yang diterima oleh 
masyarakat dan daya untuk beli dapat berjalan seiring. Begitu juga 
dengan pajak, akan meningkat juga secara otomatis. Contoh: pajak 
restoran, pajakkhiburan, pajakkpenerangan jalan, pajakkdaerah 
kabupaten atau kota dll. 
2. Retribusi Daerah  
Penerimaan dana pada suatu daerah merupakan hasil dari 
retribusi. Ini dituang kan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 yang menyatakan pengaturan pemasukan daerah yang 
memiliki asal dari retribusi daerah dan pajak. Dapat dijelaskan 
sebagaiiberikut: 
a. PajakkProvinsi 





c. Pemasukan daerah dari retribusi 
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Jenis pemasukan iniimemiliki asal dariihasil perusahaannyang 
dimiliki oleh daerahhdan pengolahan kekayaan yang ada di daerah 
sendiri. Yang dapat dijadikan sebagai asal dari penerimaan dalam 
sebuah daerah yaitu dengan cara mempekerjakan tenaga lokas, 
meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini bisa dinyatakan sebagai 
kekayaan daerah. Daerah harus lihat kekuatan dari daerahnya agar 
bisa mengembangkannya jadi perusahaan. Agar bisa menjadi mitra 
bisnis maka daerah harus bekerjasama dengan entas asing. Menurut 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 jenis kekayaan daerah yang 
dapat dipisahkanndapat dilihat sebagaiiberikut ini: 
a. Keuntungan dariisebuah perusahaanndaerah. 
b. Keuntungan dariisebuah lembagaakeuangan bank. 
c. Keuntungan yang didapat dari penyertaan modal dalam BUMD. 
d. Keuntungan yang didapat dari penyertaan modal dalam BUMN. 
e. Keuntungan yang didapat dari penyertaan modal pada 
perusahaan swasta. 
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
Sumber dari lain-lainnpendapatan asliidaerah yanggsah yaitu 
sebagai berikut: 






b. Pendapatan bunga. 
c. Jasaagiro. 
d. Laba dari selisihhdalam nilai tukarrdi mataauang asing. 
e. Komisi, potongan dari penjualan baranggdan jasaaoleh daerah. 
f. Kontribusiidari sektorrpariwisata terhadapppendapatan daerah. 
Berikut merupakan rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah: 
    Pendapatan Asli Daerah = Total Pajak Daerah + Total Retribusi  
Daerah + Total Hasil Kekayaan  
Daerah yang dipisahkan + Pendapatan 
Lain-lain yang sah  
4. Dana Alokasi Umum (DAU) 
Menurut dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan 
bahwa dana hibah yang dimanfaatkan pemerintah sebagai pemerataan 
daerah yaitu merupakan DAU. DAU memiliki tujuan sebagai sarana 
pemerataan pendanaan daerah, dengan memperhatikan kebutuhan daerah 
dan formula yang potensial dapat membantu mengurangi ketimpangan 
kemampuan keuangan daerah.  
Menurut Djayasinga, (2015) menyatakan bahwa DAU memiliki 
sumber dari APBD yang dianggarkan dan memiliki tujuan sebagai 
pemerataan dalam pendanaan didaerah guna membiayai kegiatan dan 
kebutuhan dalam daerah serta melaksanakan desentralisasi. DAU ini 
ditujukan untuk sebagai pemerataan dengan sebuah pertimbangan  
potensi, luas, geografis, jumlah dan tingkat pendapatan. Menurut 





dana alokasi sebagai equalization grant yang merupakan instrumen dari 
transfer yang berfungsi sebagai berikut: 
a. Meminimalisasi ketimpangan fiskal. 
b. Meratakan kemampuan dalam daerah. 
Dalam PP RI Nomor 74 Tahun 2005 menyatakan bahwa sumber dari 
perhitungan dana alokasi adalah pada badan pusat statistik atau lembaga 
yang berwenang agar bisa dipertanggung jawabkan. DAU adalah dasar 
dari celah fiskal dalam provinsi yang dihitung dengan dasar perkalian 
bobot dari provinsi yang memiliki sangkut paut dengan DAU semua 
provinsi.  
Berikut merupakan rumus dasar perhitungan Dana Alokasi Umum: 
Dana Alokasi Umum = Celah Fiskal + Alokasi Dasar 
Keterangan: 
Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal. 
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 
Menurut PP Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan 
bahwa selisih surplus atau defisit diamana pemasukan dan dana yang 
dikeluarkan selama satu (1) periode merupakan arti dari SiLPA. Sisa 
lebih pembiayaan anggaran sebelumnya antara lain pendapatan melebihi 
pendapatan kabupaten itu sendiri, pendapatan dana perimbangan, 
pendapatan lain dari pendapatan resmi kabupaten, pendapatan 
pembiayaan, surplus belanja serta penyampaian pada pihak ketiga yang 





Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137 menjelaskan bahwa SiLPA pada tahun 
sebelumnya adalah penerimaan suatu pendanaan yang dapat 
dimanfaatkan sebagai berikut: 
1. Menutup suatu selisih lebih dalam anggaran jika dana pendapatan 
yang direalisasi lebih kecil dari dana belanja yang direalisasikan. 
2. Membiayai suatu kegiatan lanjut atas belanja secara langsung. 
3. Membiayai suatu kewajiban yang pada saat akhir tahun belum 
terealisasi. 
Sebagian dari sisa lebih anggaran dapat dianggarkan ke belanja 
belanja modal sehingga menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung. 
Pengadaan aktiva dan infrastruktur merupakan jumlah dari belanja 
langsung. Menurut Putra, (2018) menjelaskan bahwa secara umum 
SiLPA ini disebabkan oleh realisasi yang melebihi anggaran yang sudah 
ditetapkan. Kelebihan pada target pendapatan dapat dipengaruhi oleh 
beberapa hal berikut ini: 
a. PAD yang ditargetkan berada dibawah potensi riil. 
b. Data yang berupa pemasukan daerah didapat setelah adanya 
penetapan peraturan daerah APBD. 
c. Masuknya lain-lain dari pemasukan yang sah setelah penetapan 
APBD. 
Menurut (Halim, 2007) dalam (Putra, 2018) menjelaskan bahwa 
SiLPA tidak bisa dijadikan sebagai titik patok dalam pengukuran 





diperlukan analisis yang lebih mendalam tentang SiLPA. Berikut 
merupakan rumus perhitungan SiLPA: 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran = Surplus/Defisit Realisasi Anggaran 
      + Pembiayaan Netto 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memberi referensi terhadap 
penulis dalam  melaksanakan penelitian. Penelitian memiliki suatu 
ketertarikan  terhadap beberapa variabel yang ada agar dapat dibahas 
secara lebih lanjut. Penelitian tentang Alokasi Belanja Modal pada 
Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah dijadikan 
objek oleh peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Penelitian 
Alokasi Belanja Modal juga dibahas dalam jrunal dengan hasil yang 
berbeda. Berikut ini merupakan jurnal terdahulu yang dijadikan sebagai 
acuan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian Yusuf  Andrian dan Agus Samekto (2017) dengan hasil 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan  Dana Alokasi 
Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. 
2. Penelitian Novira Sartika, Kirmizi dan Novita Indrawati (2017) 
dengan hasil Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum memiliki 
pengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi 
Khusus dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tidak memiliki 






3. Penelitian I Komang Sudika dan I Ketut Budiarta (2017) dengan 
hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus dan 
Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. 
4. Penelitian Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018) dengan hasil 
Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus 
dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap 
Belanja Modal (Sri & Dessy, 2018). 
5. Penelitian Ranti Suryana (2017) dengan hasil Pendapatan Asli 
Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap 
Belanja Modal, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 
tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 
6. Penelitian Ilham Ahmad M, Endang Masitoh, dan Riana Dewi 
(2020) dengan hasil Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum 









No Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1 Yusuf Andrean 
dan Agus  
Samekto. 
(2017) 
Pengaruh Pendapatan  
Asli Daerah (PAD),  
Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi  
Khusus (DAK) terhadap 
Alokasi Belanja Modal  
pada Kabupaten atau  
Kota di Pulau Jawa. 
Pendapatan Asli  
Daerah, Dana Alokasi 




2 Novira Sartika, 




Analisis Faktor-Faktor  
dalam Struktur APBD  
dan Kinerja Keuangan  
Daerah yang  
Mempengaruhi Belanja  
Modal pada Kabupaten  
atau Kota di Provinsi  
Riau. 
Dana Bagi Hasil, dan 




Dana Alokasi Khusus  
dan Sisa lebih  
Pembiayaan Anggaran 
tidak berpengaruh  
memiliki pengaruh  
terhadap Belanja 
Modal. 
3 I Komang  
Sudika dan I  
Ketut Budiarta. 
(2017) 
Pengaruh Pajak Daerah,  
Retribusi Daerah, Dana  
Alokasi Umum dan Dana  
Alokasi Khusus pada  
Belanja Modal Provinsi  
Bali. 
Pajak Daerah,  
Retribusi Daerah,  
Dana Alokasi Khusus 
dan Dana Alokasi 
Umum berpengaruh  
terhadap Belanja  
Modal. 
4 Sri Ayem dan 
Dessy Dyah  
Pratama. 
(2018) 
Pengaruh Pertumbuhan  
Ekonomi, Dana Alokasi  
Umum, Dana Alokasi  
Khusus dan Pendapatan  
Asli Daerah terhadap  
Belanja Modal Di   
Provinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta  
Periode 2011-2016. 
Pertumbuhan 
Ekonomi, Dana  
Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus dan  
Pendapatan Asli 









No Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 
5 Ranti Suryana. 
(2017) 
Faktor-Faktor Yang  
Mempengaruhi Belanja  
Modal Pemerintah  




Pendapatan Asli  
Daerah dan Sisa  
Lebih Pembiayaan  
Anggaran 
berpengaruh terhadap 
Belanja Modal, Dana  
Alokasi Umum dan  
Dana Alokasi Khusus 
tidak berpengaruh  
terhadap Belanja  
Modal. 
 
6 Ilham Ahmad  
M, Endang  
Masitoh, dan  
Riana Dewi  
(2020) 
Faktor-Faktor Yang  
Mempengaruhi Belanja  
Modal Kabupaten/Kota 
di Jawa Tengah. 
 
Pendapatan Asli  
Daerah, Dana Alokasi 
Umum dan Sisa Lebih  
Pembiayaan Anggaran 
berpengaruh positif  




C. Kerangka Pemikiran Konseptual dan Perumusan Hipotesis 
Menurut dari latarrbelakang dannpenelitian yang mendasarkan 
penelitiannini, maka peneliti memiliki tujuan untukkmenguji Pendapatan 
Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran (X3) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja 
Modal (Y). Adapun Kerangka Pemikiran Konseptual yang peneliti buat 







1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja 
Modal 
Investor akan tertarik untuk menanamkan modal apabila suatu 
daerah dapat menunjang sarpras daerahnya, serta dapat 
meningkatkan produktivitas. Jika pemda akan melakukan 
peningkatan pada pelayanan publik dan kemakmuran rakyat, maka 
harus menambahkan belanja modal pada daerahnya. Pemda harus 
bisa melakukan usaha guna mencari PAD yang besar. Jika belanja 
modal meningkat maka akan bertambah juga pendapatan asli 
daerah. Semakin bertambahnya investor yang menanamkan 
modalnya juga akan meningkatkan pendapatan asli yang ada 
didaerahnya. Pendapatan pada daerah  yaitu memiliki asal dari 
pendanaan sebagai belanja modal. Pendapatan asli daerah didapat 
dari pungutan langsung dari masyarakat seperti contohnya pajak, 
retribusi, dll (Sri & Dessy, 2018). 
Teori keagenan melandasi pengaruh PAD terhadap belanja 
modal yaituusemakin meningkatnyaapendapatan makaabelanja 
modal juga akan besar karena pemasukan murni merupakan sumber 
dari pembiayaan belanja modal. Apabila belanjaamodal meningkat, 
pelayanannpublik dannkesejahteraan masyarakattakan semakin 
terjamin. 
H1: Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara 





2. Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal 
Adanya konsekuensi dalam penyerahan asal keuangan dari 
negara ke pemda dengan melihat stabilitas serta keseimbangan fiskal 
merupakan pelaksanaan dalam desentralisasi. Tujuan dari dana 
perimbangan yaitu sebagai alat yang bisa mengurangi adanya 
masalah fiskal pemerintah di pusat dan pemerintah di daerah (Sri & 
Dessy, 2018). Hingga saat ini di Indonesia sebagian besar Pemda 
masih memiliki ketergantungan pada dana perimbangan yang setiap 
tahunnya ditransferkan oleh pemerintah di pusat untuk mendanai 
kegiatan yang ada di belanja daerahnya. Dana perimbangan terutama 
danaaalokasi umummmasih sangat menjadiisumber utamaadalam 
pemerintahhdaerah dibandingkan dengan sumber penerimaan  
lainnya. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya dau yang 
ditransferkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah setiap 
tahunnya (Anies & Toni , 2016). 
Teori keagenan dalam melandasi adanya pengaruh DAU 
terhadap alokasi belanja modal yaitu semakin tinggi alokasi dana 
yang ditransferkan pemerintah di pusat ke pemerintah di daerah 
makaaakan semakinnmeningkat alokasi belanjaamodal di suatu 
daerah untuk mendanai seluruh kegiatan di daerahnya. Dana alokasi 
umum di suatuudaerah dalam provinsi ditentukan melalui dana 






H2: Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara 
positif terhadap Alokasi Belanja Modal. 
3. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Alokasi 
Belanja Modal 
Target Sisaaanggaran yanggmelampauai memiliki asal  
pendapatan dan minimalisasi daerah sangat diharapkan. SiLPA 
digunakan untuk masalah-masalah utama yang telah disepakati oleh 
badan legislatif. Surplus dana anggaran cenderung besar yang 
mengindikasikan bahwa para eksekutif senior memiliki kekurangan 
dalam perencanaan dan pengelolaan dana. Sebagian sisa dana 
kelebihan anggaran digunakan untuk belanja langsung dalam bentuk 
belanja modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Sukmawati, 
Suwendra, &  Yudiaatmaja, 2016). 
Teori keagenan melandasi pengaruh sisa anggaran terhadap 
alokasi belanja modal yaitu jika sisa anggaran cenderung tinggi 
maka ini dapat dikatakan adanya kelemahan dalam eksekutif 
pengelolaan dan perencanaan dana. Karena sebagian dari sisa lebih 
pembiayaan ini termasuk dalam belanja langsung yang menyentuh 
kebutuhan masyarakat. 
H3: Diduga Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 



































A. Jenis Penelitian 
Menurut Supangat (2017) menyatakannbahwa metodeedalam penelitian 
merupakannsuatu tatacara tentang bagaimana meneliti adanya suatu masalah 
dan tujuan dalam sebuah penelitian. Metodeepenelitian mampu memastikan 
urutanndalam sebuah prosessanalisis suatu dataayang akanndimunculkan 
secara sistematik. 
Penelitiannyang dilakukan ini menggunakan  penelitiannkuantitatif 
dengan memakai dataasekunder yanggmerupakan dataarealisasi Belanja 
Modal, PAD, DAU, SiLPA. Dimana informasi tersebut didapat dan diambil 
dari laporan terbitan dimasing-masing website pemerintah Kota atau 
Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2019. Sugiyono (2017) 
menjelaskan bahwa suatu metode dalam penelitian yang memiliki sifat 
filsafat positif untuk landasan yang dipakai sebagai alat guna meneliti 
populasi, sampel, dalam pengumpulan suatu data dengan instrumen, memiliki 
sifat kuantitatif statistik serta memiliki tujuan guna menguji hipotesis yang 
telah dirumuskan merupakan defisinis dari metode kuantitatif. 
Peneliti melakukan penelitian ini supaya bisa membuat analisis pengaruh 
dari PAD, DAU, dan SiLPA terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah 





B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi Penelitian 
Populasiiyaitu gabungan suatuuobjek yanggakan dijadikannsebagai 
bahannpenelitian dan memiliki ciri kuantitas serta kriteria yanggsama, 
telah ditetapkan oleh seorang peneliti agar dapat menghasilkan 
kesimpulan (Supangat, 2017). Pada penelitian ini, peneliti mengambil 
populasi yaitu seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 
yang berjumlah 35 daerah dengan periode tahun 2015-2019. Berikut 
daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah: 
Tabel 3.1 










































2. Sampel Penelitian 
Sampel yaitu bagian yang ada pada populasi yang merupakan atas 
keseluruhan serta karakteristik yang sudah terpilih dari suatu populasi 
(Supangat, 2017). Teknik samplinggyang digunakanndalam penelitian 
iniiyaitu dengannsampling jenuh. Menurut Sugiyono, (2017) 
menjelaskan bahwa teknik sampel jenuh merupakan teknik yang dipakai 
untuk mengambil semuaaanggota dari populasi dipakai sebagaiisampel. 
Sampel yang dipakai yaituu35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa 
Tengah dengan periode tahun 2015-2019. Kemudian dapat dihitung 







C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
Penelitiannini memakai 2 variabellyaitu independenttvariable dan 
dependenttvariable. 
1. Definisi Konseptual 
a. Variabel Terikat (Y) 
Variabellterikattadalah sebuahhvariabel yanggdigunakan 
dengan fokussdi penelitian. Tujuan variabel ini untuk mempelajari 
serta membentuk variabel terikat tersebut, menjelaskan serta 
memprediksikannya. (Sekaran, 2016). 
Variabel dependen pada penelitiannini adalah Alokasi Belanja 
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 
2015-2019. Indikator pada penelitian ini yaitu mengenai Alokasi 
Belanja Modal. Alokasi belanjanmodal merupakannsebuah bagian-
bagian belanjaalangsung pada anggaran pemerintah yang 
menghasilkan keluaran berupa aktiva tetap. 
b. Variabel Bebas (X) 
Variabel Bebas menurut Sugiyono, (2017:64) menjelaskan 
bahwa variabel yang dapat memengaruhi serta menjadi sebab akibat 
adanya perubahan pada variable terikat. Variabellbebas 
yanggdipakai dalam penelitian ini yaitu :  
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Perimbangan pendanaan dipusat dan didaerah menurut 





PADDadalah suatu pemasukan yanggdidapat didaerah dan 
diambil dengan dasar Perda yang ada serta sesuai pada 
Peraturan Perundang-Undangan. Dalam peningkatan PAD, 
suatu daerah dilarang untuk menetapkan perda tentang 
penerimaan yang akan mengakibatkan tingginya ekonomi, 
penghambatan perputaran penduduk, penghambatan lalu lintas 
barang dan jasa, serta penghambatan ekspor dan impor 
(M.Hafid, 2017). Tujuan yang ada pada PAD ini yaitu sebagai 
alat pemberi keluasan untuk memaksimalkan kekuatan 
pendanaan daerah sebagai pelaksana otonomi daerah yang 
sesuai dengan asas desentralisasi (Nuarisa, 2013). 
2) Dana Alokasi Umum (DAU) 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
menjelaskan bahwa DAUUadalah biaya hibah pada pemerintah 
daerah guna wujud dari pemerataan daerah, dan sangat penting 
untuk tiap daerah. Tujuan penyaluran dana secara umum adalah 
untuk menyalurkan kekuatan keuangan antar daerah secara adil, 
sehingga dapat meminimalkan masalah kemampuan pendanaan 
daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan formula kekuatan 
daerah (Yani, 2002:142). 
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 





yang didapat danndana yang dikeluarkan selamaa1 periode 
merupakan SiLPA. Sisa lebih pembiayaan anggaran 
sebelumnya meliputi pelampauan pemasukan gaji asli daerah, 
pemasukan dari dana perimbangan, pendapatan  lain-lain dari 
pemasukan daerah yang sah, pendapatan pembiayaan, simpanan 
belanja, dan  kewajibannkepada pihakkketiga sampai akhir 
tahun belummterealisasi dan sisa dana kegiatan selanjutan 












untuk mendapat aset 
tetap dan aset lainnya. 
Belanja Tanah +  
Belanja Peralatan  
dan Mesin +  
Belanja Gedung  
dan Bangunan + 
Belanja Jalan,  
Irigasi dan  
Jaringan +  






Suatu pendapatan yang 
diperoleh di suatu 
daerah dan dambil 
berdasarkan Peraturan 
Daerah yang ada dan 
sesuai dengan Peraturan  
Perundang-Undangan 
Total Pajak  
Daerah + Total  
Retribusi Daerah  
+ Total Hasil  
Kekayaan Daerah  
yang dipisahkan +  
Pendapatan Lain-











Sumber pemasukan dari 
pemerintah pusat yang 
dapat dialokasikan 
sebagai bentuk dari  
pemerataan serta  
keadilan dalam sebuah 
penyelenggaraan 
pemerintah. 








Selisih lebih atau kurang 
realisasi pemasukan dan  








D. Metode Pengumpulan Data 
Menurut Bungin, (2018) menjelaskan bahwa bagian terpenting dalam 
penelitian yaitu proses pengumpulan data atau informasi. Ini dipakai untuk 
mendapatkan info yang akurat, rinci, andal dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan laporan APBD yang 
tersedia didalam website pemerintah daerah di Jawa Tengah. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini memakai 2 metode yaitu: 
1. Metode Dokumentasi 
Salah satu metode pemungutan informasi yang ada dalam metode 
penelitian. Metode ini dipakai sebagai alat untuk melacak informasi 
historis. Ada dua jenis bahan untuk metode ini, yaitu metode file privat 
dan file resmi. File privat adalah catatan tertulis tentang perilaku, 
pengalaman, dan keyakinan seseorang. Sementara itu, ada 2 dokumen 





aturan lembaga untuk lapangan sendiri, konvensi merupakan contoh dari 
dokumen intern. Sedangkan majalah, buletin, berita dan pengumuman 
merupakan contoh dari dokumen ekstern (Bungin, 2018). 
2. Metode Penelusuran Data Online 
 Suatu tata cara menggunakan sebuah penelusuran data dengan 
menggunakan media online, sebagai contohnya internet atau media 
lainnya yang mempunyai pengaksesan secara online, jadi dapat 
memudahkan peneliti bisa untuk memanfaatkan data yang disajikan 
secara online seperti informasi teori yang bisa dipertanggungjawabkan 
secara akademis. Berikut merupakan penelusuran data secara online 
dapat menggunakan fasilitas seperti yahoo, google, plasa, amazon dan 
lain sebagainya (Bungin, 2018). 
E. Metode Analisis Data 
1. Statistik Deskriptif 
Menurut (Esti & Topan, 2017) menjelaskan bahwa statistik dari 
sebuah tingkatan pekerjaan yang memiliki lingkup seluruh cara  dari 
penyusunan, pengolahan, pengajian dan analisis data angkat supaya bisa 
memberi sebuah gambaran yang singkat, padat dan jelas mengenai 
peristiwa merupakan definisi dari statistik deskriptif. Statistik ini lebih 
mengarah pada pengumpulan dan peringkasan suatu data atau informasi. 
Analisis ini memiliki fungsi sebagai alat supaya bisa lebih memahami, 





dalam satu kesatuan dalam penelitian dan  tidak sampai pada generalisasi 
populasi yang diselidiki. 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Menurut Estin & Topan, (2017) menjelaskan bahwa sebuah 
pengujian yang dipakai guna mengukur serta mengetahui data yang 
didapat dari penelitian lapangan apakah sudah secuai dengan 
distribusi data teoritis atau belum, ini merupakan pengertian dari uji 
normalitas. Supaya bisa menguji apakah terdapat variabel residual 
dalam sebuah model regresi, ini adalah tujuan dari uji normalitas 
(Ghozali, 2016). Peneliti menggunakan uji one sample Kolmogorov-
Smirnov supaya bisa mendeteksi bahwa residual itu normal atau 
tidak. 
Uji Kolmogorov-Smirnov sama dengan uji goodness-of-fit. Uji 
ini tentang tingkat kesesuaian antara sampel atau skor observasi 
dengan distribusi teoritis. Uji Kolmogorov-Smirnov dipakai untuk 
menentukan apakah skor dalam suatu sampel berasal dari populasi 
yang mempunya distribusi teoritis (Syafdillah, 2016). 
Membandingkan sebuah distribusi dari informasi yang akan melalui 
ke pengujian normalitasnya dengan distribusi normal merupakan 
konsep dari uji normalitas ini. Distribusi normal standar yaitu 





normal. Pada kenyataannya uji Kolmogorov Smirnov adalah uji 
perbedaan antara data uji normalitas dan data normal standar 
(Hidayat, 2012). Pengujian dapat dilakukan dengan: 
1. Jika signifikansinya nilainyaalebihhkecil dari 0,05 berarti data 
yang akan melalui ke pengujian berbeda nyata dengan data 
normal standar yang berarti datanya tidak normal. 
2. Jika signifikansinya nilainya lebih dari 0,05, berarti tidakkada 
yang berbeda secara signifikannantara data yang akan diuji 
denganndata normal standar. 
b. Uji Autokorelasi 
Uji ini memiliki tujuan sebagai alat uji apakah ada korelasi 
antaraaerror confoundinggperiode t dengannerror confounding 
periodeet-1 padaamodel regresiilinierr(sebelumnya). Autokorelasi 
terjadiikarena pemahaman yanggberuntut terkait satu sama lain dari 
waktu ke waktu. Ini biasanya dapat ditemukan dalam data deret 
waktu, karena beberapa sampel atau pengamatan mudah terpengaruh 
oleh pengamatan sebelumnya. Uji Durbin-Watson (DW test) 
dilakukan untukkmendeteksi adanya autokorelasii(Ghozali, 2016). 
Kriteria Uji Durbin-Watson (DW test): 







2. Apabilaad memiliki letak diantara dU dan 4-dU, makaahipotesis 
0 dapat diterimaayang artinyaatidak adanyaaautokorelasi. 
3. Apabilaad memiliki letak diantara dL dan dU atauudiantara 4-
dL dan 4-dU makaatidak dapat mendapatkan simpulan yang 
pasti. 
c. Uji Multikolinieritas 
Menurut Ghozali, (2016) menjelaskan bahwa sebuh model dari 
regresi yang bisa ditemukannya korelasi antar variabel merupakam 
tujuan dari Uji Multikolinearitas. Tidak mempunyai korelasilah 
yang seharusnya menjadi model regresi yang baik. Jika varibelnya 
tidak ortogonal berati variabel independennya saling berkaitan. 
Variabel independen yang nilai antar variabelnya nol yaitu 
merupakan variabel yang ortogonal (Hanifah, 2017). Pengujian ini 
dapat dideteksi dengan memahami nilaiitolerance dan nilai 
Variance Inflactioan Factor (VIF). Tolerance dapattmengukur 
variabilitassvariabel bebas yang sudah terpilihhdan tidakkdijelaskan 
oleh variabellbebas lainnya. Pengujian dapat dilakukan sebagai 
berikut ini: 
1. Apabila signifikansinya nilainyaatolerance ≤ 0.10 atauunilai 







2. Jika signifikansinya nilainya tolerancee≥ 0.10 atau nilai VIF ≤
10, makaabisa memiliki arti bahwaapenelitian iniitidak terdapat 
adanya multikolonieritas.  
d. Uji Heteroskedastisitas 
MenuruttGhozali, (2016) menjelaskan bahwa Uji 
Heteroskedastisitassyaitu memilikiitujuan sebagai pengujian apakah 
dalammmodel regresiiitu terdapat adanya ketidaksamaannvariasi 
dari residual 1 penelitian ke penelitian yang lain. Dapat dikatakan 
heteroskedastisitas apabila memiliki ketetapan dari residual. Model 
regresi yang baik yaitu yang homokedastisitas. Menurut (Hanifah, 
2017) Cara yang dipakai sebagai alat pendeteksi heteroskedastisitas 
yaitu dengan memahami Scatterplot pada sebuah nilai prediksai 
variabel terikat ZPRED dengan residual SRESID. Terjadinya 
heterokedastisitas dapat diketahui melalui scatterplot yang 
menunjukkan pada pola titik bergelombang kemudian menyempit. 
Tetapi, jika tidak terjadinya heteroskedastisitas dapat diketahui dari 
tidak terdapatnya sebuah gambaran yang jelassdan titik-titik yang 
menyebarrdiatas dan bawahhangka 0 padaasumbu Y. Pengujian 
memakai metode uji putih, yang dapat menggunakan variabel bebas 
untuk meregresikan residual kuadrat (U2t), variabel bebas 
dikuadratkan dan perkaliannya adalah interaksi variabel bebas. Nilai 





mengalami heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai c2 tabel, maka 
bisa dikatakan modellregresi terjadi heteroskedastisitas. 
3. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisissyang memiliki pengukuran untuk potensi antara 
hubunganndua variabel atau bahkan lebih serta menampilkan arah dari 
hubungan variabelnya merupakan definisi dari regresi berganda 
(Ghozali, 2016). Analisis ini dapat dipakai untuk menganalisissbesarnya 
hubunganndan pengaruhhdari variabel independen (Hanifah, 2017). 
Berdasarkan dari rumusan masalah dan kerangkat pemikiran konseptual 
yang telah diuraikan sebelumnya, model regresi berganda yang dipakai 
yaitu sebagai berikut ini: 
Berdasarkan yang sudah dirumuskan pada rumusan masalah dan 
kerangka pemikiran sebelumnya, model regresi berganda yang 
digunakan adalah: 
Y =  α +  β1X1 + β2X2 +  β3X3 + e  
Keterangan: 
Y  : Alokasi Belanja Modal 
α : Konstanta 
β1-β3 : Koefisien Regresi 
X1 : Pendapatan Asli Daerah 
X2 : Dana Alokasi Umum 
X3 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 





4. Uji Hipotesis 
a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Uji yang memberitahukan seberapaajauh pengaruh dari independent 
variable yang dilihat secara individual dalam menjelaskan dependent 
variable merupakan dasar dari uji statistik t (Ghozali 2013:98). Menurut 
(Hanifah, 2017) Ditolak dan diterimanya hipotesissdilakukan dengan 
kriteriaasebagai berikut ini: 
1. Apabila signifikansinya < 0,025 makaaHipotesis dapat diterima 
artinya independen variable tidak memiliki pengaruh terhadap 
dependent variable. 
2. Apabila signifikansinya > 0,025 maka Hipotesis ditolak dan 
menerima Hipotesis artinya independent variable memiliki 
pengaruh terhadap dependent variable. 
 
b. Koefisien Determinan (R2) 
Ghozali (2013:97) menjelaskan bahwa untuk mengukur jauh 
tidaknya potensi dari model yang menerangkan variasi pada variabel 
terikat merupakan dasar dari Koefisiean determinan (R2). Nilaiikoefisien 
determinan (R2) yaitu antaraa0 dan 1. Niai R2ryang paling kecil artinya 
potensi pada independent variable dijelaskan di variasi dalam dependent 
variable adalah terbatas. Nilai yang mendekati 1 artinya independent 
variable dapat memberi hampir seluruh dari data yang diperlukan untuk 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data 
Populasi yanggdipakai di penelitiannini yaitu semua kabupaten/kota yang 
adaadi Provinsi Jawa Tengah dengan tahun anggaran 2015-2019 yang terdiri 
dari 29 kabupaten dan 6 kota. Data yang dipakai yaitu data sekunder time 
series, maka data yang didapat yaitu sebanyak 35 x 5 = 175 populasi. 
Penelitian ini memakai metode sampling jenuh dengan menggunakan seluruh 
data yang ada pada populasi yaitu laporan APBD periode tahun 2015-2019, 
maka sampel yang diperoleh yaitu 175 sampel. Pengolahan data 
menggunakan SPSS versi 22. Data dependent variable dan independent 
variable dalammpenelitian ini didapattdari websitetresmi pemerintah 
www.djpk.kemenkeu.go.id yang berupa anggaran dannrealisasi APBD 
dengan tahun anggaran yang tertera pada penelitian. 
B. Statistik Deskriptif 
Menurut (Esti & Topan, 2017) menjelaskan bahwa analisi ini memiliki 
fungsi sebagai alat supaya bisa lebih memahami, mendeskripsikan, 
menjelaskan sebuah peristiwa kemudian dikumpulkan dalam satu kesatuan 
dalam penelitian dan  tidak sampai pada generalisasi populasi yang diselidiki. 






1. Deskriptif Variabel Alokasi Belanja Modal 
Tabel 4.1 
Hasil Analisi Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Alokasi Belanja 
Modal 
175 51980727019 1275359088966 381762435692,77 179746497179,924 
Valid N (listwise) 175     
Sumber: Output SPSS 22, diolah 2021 
Hasillanalisis statistikkdeskriptif padaatabel 4.1 menunjukkan bahwa 
sampel berjumlah 175, dengannnilai terendah atas alokasiibelanja modal 
padaaKabupaten Rembang tahun 2015 sebesar Rp 51.980.727.019, dan 
nilai tertinggi atas alokasi belanja modal pada Kota Semarang tahun 2017 
sebesar Rp 1.275.359.088.966. Nilaiirata-rata untuk variabel dependen 
alokasi belanjaamodal sebesar Rp 381.762.435.692,77 termasuk sedang 
dengan standar deviasi Rp 179.746.497.179,924.  
2. Deskriptif Variabel Pendapatan Asli Daerah 
Tabel 4.2 
Hasil Analisi Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PAD 175 152044596332 2066333418588 358605022556,68 252616836120,394 
Valid N (listwise) 175     
Sumber: Output SPSS 22, diolah 2021 
Hasillanalisis statistik deskriptiffpada tabel 4.2 menunjukkan bahwa 
sampel berjumlah 175, dengan nilai terendah atas PAD pada Kota 





atas PAD pada Kota Semarang tahun 2019 sebesar Rp 2.066.333.418.588. 
Nilainrata-rata untuk variabel dependen alokasi belanjaamodal sebesar Rp 
358.605.022.556,68 termasuk sedang dengan standar deviasi Rp 
252.616.836.120,394.  
3. Deskriptif Variabel Dana Alokasi Umum 
Tabel 4.3 
Hasil Analisi Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DAU 175 400176755000 1437036239000 955176411233,03 247414632261,338 
Valid N (listwise) 175     
Sumber: Output SPSS 22, diolah 2021 
Hasillanalisis statistikkdeskriptif padaatabel 4.3 menunjukkan bahwa 
sampel berjumlah 175, dengannnilai terendah atas DAU pada Kota 
Salatiga tahun 2015 sebesar Rp 400.176.755.000, dan nilai tertinggi atas 
DAU pada Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar Rp 
1.437.036.239.000. Nilai rata-rata untuk variabel dependen DAU sebesar 
Rp 955.176.411.233,03 termasuk tinggi dengan standar deviasi Rp 
247.414.632.261,338. 
4. Deskriptif Variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tabel 4.4 
Hasil Analisi Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SiLPA 175 43648225790 2244851726147 306180202266,03 248356545905,851 
Valid N (listwise) 175     





Hasillanalisis statistikkdeskriptif padaatabel 4.4 menunjukkan bahwa 
sampel berjumlah 175, dengannnilai terendah atas SiLPA pada Kabupaten 
Blora tahun 2017 sebesar Rp 43.648.225.790, dan nilai tertinggi atas 
SiLPA pada Kota Semarang tahun 2015 sebesar Rp 2.244.851.726.147. 
Nilai rata-rata untuk variabel dependen SiLPA sebesar Rp 
306.180.202.266,03 termasuk rendah dengan standar deviasi Rp 
248.356.545.905,851.  
C. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Mempunyai fungsi supaya bisa mengujiiapakah terdapat variabel 
residual dalam sebuah modellregresi (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini 
memakai uji one sampel kolmogorov-smirnov. Ujiiini dipakai untuk 
menentukan apakah skor dalam suatu sampel berasal dari populasi yang 
mempunya distribusi teoritis (Syafdillah, 2016). 
Tabel 4.5 
Hasil Uji One Sampel Kolmogorov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 











Test Statistic ,056 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 





b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber: Output SPSS, diolah 2021 
Menurut tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai Kolmogorov-
Smirnov adalah 0,056 dengan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang artinya 
lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa data berdistribusi 
normal atau data dinyatakan memenuhi asumsi uji normalitas.  
2. Uji Autokorelasi 
Memiliki tujuan sebagai alat uji apakah ada korelasiaantara error 
confoundingoperiode t dengan error confoundingoperiode t-1 pada model 
regresi linier (sebelumnya). Uji Durbin-Watson (DW test) dilakukan untuk 
mendeteksi adanyaaautokorelasi (Ghozali, 2016). 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 ,816a ,666 ,660 104759836012,344 ,992 
a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAU, PAD 
b. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal 
Sumber: Output SPSS, diolah 2021 
Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai DW 0,992. Dengan 
jumlah sampel 175 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3) diperoleh 
dL= 1.7180 dan nilai dU= 1.7877. nilai DW sebesar 0,992 menunjukkan 





1.7877 (4-dU). Tidak adanya autokorelasi positif atau negatif dengan 
keputusan tidak ditolak berdasarkan rumus (du ≤ d ≤ 4 – du) 1.7877 ≤ 
0,992 ≤ 4 – 1.7877.  Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 
terdapat autokorelasi dan uji regresi dapat dilanjutkan. 
3. Uji Multikolinearitas 
Memiliki tujuan sebagai alat uji apakah ada atau tidaknya model 
regresi yang dikemukan antara dependent variable dan independent 
variable. Hasil uji dapat dilihat sebagai berikut ini: 
Tabel 4.7 






1 (Constant)   
PAD ,796 1,257 
DAU ,837 1,195 
SiLPA ,903 1,107 
a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal 
Sumber: Output SPSS, diolah 2021 
Menurut tabelddiatas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai 
toleranceedarimvariabel PAD adalah 0,796, nilai tolerance variabel DAU 
adalahm0,837, dan nilaimtolerance variabel SiLPA adalah 0,903. Nilai 
tolerance dari ketiga variabel independen diatas menunjukkan bahwa tidak 
adaavariabel yang mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 yang artinya 





95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga 
menunjukkan hal yang sama. Nilai VIF variabel PADmadalah 1.257, nilai 
VIF variabel DAU adalah 1,195, dan nilai VIFmvariabel sisa lebih 
pembiayaan anggaran adalah 1,107. Hal ini menunjukkanmtidak ada 
variabel yang mempunyai nilai VIFFlebih dari 10, dapatmdisimpulkan 
bahwamtidak ada multikolinearitasmantar variabel terikat pada model 
regresi. 
4. Uji Heteroskedastisitas 
Mempunyai fungsi sebagai pengujian apakah dalam model regresi itu 
terdapat adanya ketidaksamaannvariasi dariiiresidual 1 penelitian ke 
penelitiannyang lain. 
 






Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Menurut gambarsScatterplot diatas dapatmdilihat bahwaatitik-titik 
menyebarrsecara acakkdan tidak membuat bentuk suatuupolamyang jelas, 
sertamtitik-titik menyebarmbaikkdiatas maupunndibawah angka00 dan 
sumbu Y. Sehinggaadapat dikatakan bahwa tidak adanya 
heteroskedastisitasspada model regresi,msehingga modellregresi layak 
dipakai guna memprediksimalokasi belanja modal berdasarkanmmasukan 
dari variabel pad, dau dan silpa. 
D. Analisis Regresi Berganda 
Memilikimtujuan  untukmmengetahui seberapabbesar pengaruh beberapa 
variabel dependen terhadap variabel independen. Hasil output menggunakan 
SPSS versi 22 pada tabel 4.8 sebagai berikut: 
Tabel 4.8 












 -,185 ,854 
PAD ,449 ,035 ,631 12,741 ,000 
DAU ,239 ,035 ,330 6,821 ,000 
SiLPA -,007 ,034 -,009 -,195 ,845 
a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal 






Menurut tabelmdiatas dapatmditunjukkan bahwamnilai nilai constant kolom 
B adalah 5901749892,987, nilai PAD 0,449, nilai DAU 0,239 dan nilai 
SiLPA -0,007. Apabilamdibentuk persamaanmregresi berganda maka: 
Y = 5901749892,987 + 0,449 X1 + 0,239 X2 -0,007 X3 + e 
MaknamPersamaan: 
1. Nilaimconstant sebesar 5901749892,987 berartimapabila dalam model 
regresimtidak terdapat PAD, DAU dan SiLPA, maka besarnya alokasi 
belanja modal sebesar 5901749892,987. 
2. NilaimPAD sebesar 0,449 berarti apabilaanilai PAD mengalamiikenaikan 
1%, makamnilai besarnya alokasi belanja modal naik sebesar 0,449% 
dengan asumsimvariabel lainnya konstan.  
3. NilainDAU sebesar 0,239 berarti apabilamnilai DAU mengalami kenaikan  
1%,mmaka nilai alokasimbelanja modal naikmsebesar 0,239% 
dengannasumsi variabelmlainnyankonstan. 
4. Nilai SiLPA sebesar 0,007 dengan tanda negatif berartimapabila nilai 
SiLPA mengalamimkenaikan 1 (satu) %, maka menyebabkan penurunan 







E. Uji Hipotesis 
a. Goodness Of Fit Test (Uji Kelayakan Model) 
Memiliki tujuan untukkmengukur adanya ketepatannfungsi regresi 
sampelmdalam menaksirrnilai aktualmsecara statistik. Berdasarkan uji 
signifikan regresi linearmberganda yang telahhdilakukan dengan 
menggunakanmSPSS 22 menghasilkan output sebagai berikut: 
Tabel 4.9 
 Hasil Uji Goodness Of Fit  
 
ANOVAa 




















174    
a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal 
b. Predictors: (Constant), SiLPA, DAU, PAD 
 
Berdasarkanntabel tersebut dapat disimpulkannbahwa fhitung sebesar 
113,749, sedangkan untuk mencari ftabel = f(0,05 ; n-m-1) dimana: 
m = jumlah variabel independen = 3 
n = jumlah sampel = 175, α = 0,05 
dk = jumlah sampel – jumlah variabel dependen – 1 





fhitung = 113,794 > ftabel = 2,66 serta nilai sig = 0,000 < 0,05 
Kesimpulannya adalah bahwaaterdapat pengaruhhsecara simultan 
(bersama-sama) antara PAD, DAU, dan SiLPA terhadappalokasi belanja 
modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2015-2019. 
b. Uji Signifikan Parameter Individual (Statistik t) 
Memiliki fungsi guna menguji adanya benar atau tidaknya hipotesis 
yanggmenyatakan bahwaadiantara 22sampel yang diambillsecara acak dari 
populasi yang sama tidak memiliki perbedaannyang signifikan. Hasil uji t 
dilakukannmenggunakan bantuannprogram SPSS versi 22 disajikanndalan 
tabel 4.9 sebagai berikut: 
Tabel 4.10 












 -,185 ,854 
PAD ,449 ,035 ,631 12,741 ,000 
DAU ,239 ,035 ,330 6,821 ,000 
SiLPA -,007 ,034 -,009 -,195 ,845 
a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal 
Sumber: Output SPSS, diolah 2021 





1. Variabel pendapatan asli daerah (X1) menunjukkan bahwa nilai 
signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari α = 0,025. Nilai 
signifikansi 0,000 < 0,025 maka Hipotesis diterima. Hal ini berarti 
pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh secara positif terhadap alokasi 
belanja modal (Y). 
2. Variabel dana alokasi umum (X2) menunjukkn bahwa nilai signifikansi 
0,000 yang artinya lebih kecil dari α = 0,025. Nilai signifikansi 0,000 < 
0,025 maka Hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa dana alokasi 
umum berpengaruh secara positif terhadap alokasi belanja modal (Y). 
3. Variabel sisa lebih pembiayaan anggaran (X2) menunjukkan bahwa 
nilai signifikansi 0,849 yang artinya lebih besar dari α = 0,025. Nilai 
signifikansi 0,849 > 0,025 maka Hipotesis ditolak. Hal ini berarti sisa 
lebih pembiayaan anggaran (X3) tidak berpengaruh terhadap alokasi 
belanja modal (Y). 
Perhitungan diatas menjelaskan bahwa dua variabel independen 
berpengaruh terhadap variabel alokasi belanja modal, yaitu variabel PAD 
(X1), dan variabel DAU (X2), sedangkan variabel SiLPA (X3) tidak 
berpengaruh terhadap variabel alokasi belanja modal. Diantara kedua 
variabel. 
c. Koefisien Determinasi (R2) 
Ujiiini dipakai guna mengukurrseberapa jau kemampuannsuatu model 
regeresi dalammmenjelaskan variabellterikat. Berikut ini uji disajikan 






Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
                                         Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,816a ,666 ,660 104759836012,344 
a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAU, PAD 
b. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal 
Sumber: Output SPSS, diolah 2021 
Hasil analisissregresi linear bergandaadiperoleh nilai koefisien 
determinasii(Adjusted R Square)msebesar 0,660 atau 66%. Hasil ini 
menunjukkanmbahwa kemampuan variabelmPAD,dDAU, dan SiLPA 
dalam menerangkan variabel alokasi belanjaamodal yaitu sebesar 66% 
sedangkan sisanya sebesar 34% (100%-66%) diterangkannoleh variabel 
lain yang tidakkditeliti dan dikaji dalammpenelitian ini seperti 
pertumbuhan ekonomi, danaaalokasi khusus, danaabagi hasil dan lain lain. 
F. Pembahasan 
Berikutmmerupakan pembahasanndari pengujiannyang telahhdilakukan: 
1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif terhadap 
Alokasi Belanja Modal 
Berdasarkannhasil pengujianndiatas, variabel Pendapatan Asli 
Daerah mempunyai nilai koefisien regresiisebesar 0,449 dengan nilai 
positif, yang memiliki arti bahwa pada saat variabel PAD meningkat 1% 
makaavariabel Alokasi Belanja Modal akannmeningkat sebesar 0,449 





dengan nilai signifikan variabel PAD terhadap Alokasi Belanja Modal 
yaitu sebesar 0,000 < α = 0,025. Jadi dapat disimpulkan hipotesis 1 
variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruhhsecara positif terhadap 
AlokasiiBelanja Modal dapat diterima. 
Pemda dalam hal ini juga mempertanggung jawabkan kewajibannya 
telah semaksimal mungkin mengoptimalkan pendapatan asli daerah. 
Salahhsatu sumberrpendapatan asli daerah yang terbesar adalahhpajak 
daerah. Upayaayang dilakukan oleh pemerintahhdalam memberikan 
pelayanan kepada publik yaitu dengan mengalokasikan dananya untuk 
kebutuhan belanja modal. Sehingga ini bisa dikatakan sangattwajar 
karena PADDmerupakannsalah satuusumber pendapatanndaerah, dengan 
meningkatnyaapendapatan dalam suatu daerahhmenunjukkan bahwa 
daerah tersebut memiliki perkembangannyang positiffdalam kemandirian 
keuanganndaerah untukkkedepannya. Agar dapat lebih memaksimalkan 
pendapatan dalam daerah pemerintah harus lebihhgiat dan menggali 
potensiipendapatan daerahhsebagai sumberrkeuangan tanpaaharus 
bergantung dannmenunggu danaatransfer dariipusat. 
Penelitiannini sependapat dengannpenelitian Ranti Suryana (2017), 
Ilham Ahmad M, Endang Masitoh, dan Riana Dewi (2020) yang 
menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif terhadap Alokasi 
Belanja Modal 





mempunyai nilaimkoefisien regresiisebesar 0,239 denganmnilai positif, 
yanggartinya pada saat variabelmDAU meningkat 1%mmaka variabel 
Alokasi Belanja Modal akannmeningkat sebesar 0,239bbegitu juga 
sebaliknya.mAdapun nilaimt hitung = 6,821 > t tabel = 1,660 dengan 
nilai signifikannvariabel Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja 
Modal yaitu sebesar 0,000 < α = 0,025. Jadi dapat disimpulkan hipotesis 
2 variabel Dana Alokasi Umummberpengaruh secara positiffterhadap 
Alokasi Belanja Modal dapat diterima. 
Pemberian danaaalokasi umum ini diharapkan bisa membantu semua 
kegiatan yanggdilakukan olehhpemerintah daerah dalam membangun 
saranaadan prasarna serta mengoptimalkan pelayanan kepada publik dan 
dapat terealisasikan dalam belanja modal. Sehinggaamenunjukkan bahwa 
masihhtingginya DAU yanggditerima pemerintah di Provinsi Jawa 
Tengah, sama halnya dengan pendapatan daerah. Tapi hal ini masih 
sangat wajar karena dalammmendoronggpelaksanaannotonomi daerah 
efek DAU ini sangattberperannpenting dalammmembantu pendapatan 
yang lebih optimal terutama di daerah yang pendapatannya relatif kecil. 
Pemberian dana transfer daerah dari pemerintah pusat juga bisa 
mengindikasi tingkattkemandirian suatuudaerah. Semakinntinggi transfer 
daerah yang diterima maka belum dapat dikatakan daerahhitu mandiri 
dalam mengoptimalkan pendapatan daerahnya karena masih bergantung 






Penelitiannini sependapat dengan penelitian yangydilakukan oleh 
Yusuf Andrean dan Agus Samekto (2017), Sri Ayem dan Dessy Dyah 
(2018), yang menyatakannbahwa dana alokasi umum berpengaruh 
terhadap alokasi belanja modal. 
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap 
Alokasi Belanja Modal 
Berdasarkannhasillpengujian diatas, variabellSisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran mempunyai nilaiikoefisien regresi sebesar -0,007 dengan nilai 
negatif, yang artinya pada saat variabel SiLPA meningkat 1%mmaka 
variabel Alokasi Belanja Modal akan mengalam penurunan sebesar 
0,007% begituujuga sebaliknya.aAdapun nilaitt hitung = -0,195 < t tabel 
= 1,660 denganmnilai signifikan variabelmSiLPA terhadap Alokasi 
Belanja Modal yaitu sebesar 0,845 < α = 0,025. Jadi dapat disimpulkan 
hipotesis 3 variabel SiLPA tidakkberpengaruh terhadap Alokasi Belanja 
Modal ditolak. 
Selisih lebih atau kurangnya anggaran dalam SiLPA didapatkan dari 
penutupannakun surplus/defisittdan pembiayaannnetto pada akhir tahun 
anggaran, dan selanjutnyaadipindah kelaporan perubahannsaldo anggaran 
SiLPA. SiLPA ini mencakup pemasukan PAD, pelampauannpemasukan, 
danaaperimbangan, dan pelampauanmlain-lain pendapatannyang sah, 
pelampauanmpemasukanmpembiayaan, penghematan belanja, kewajiban 
pada pihakmke3 sampai akhirrtahun belummterseleseikan, dan sisa biaya 





menjadi penyebab tidak berpengaruhnya SiLPA terhadappalokasi belanja 
modal yaitu jumlah silpa pada tahunnsebelumnya yang tinggi 
menunjukkan bahwa penyerapan dana anggaran pada opd yang masih 
sedikit, jadi terdapat realisasi pendapatan yang lebih dari yang 
dianggarkan. SiLPA adalahhindikator yang menggambarkannsebuah 
efisiensi, karenaaSiLPA hanyaaterbentuk bilaiterjadi surplusspada APBD 
dan sekaligussterjadi pembiayaannnetto yanggpositif, dimanaakomponen 
penerimaannlebih besar dari komponennpengeluaran pembiayaan. 
Penelitian ini sependapat dengannpenelitian yang dilakukan oleh 
Novi Sartika, Kirmizi, dan Novita Indrawati (2017) yanggmenyatakan 








A. Kesimpulan  
Setelahhmelakukan pengujiannpada variabel pendapatannasli daerah, 
dana alokasiiumum, dan sisa lebih pembiayaan anggarannterhadap alokasi 
belanja modal PemerintahhKabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 
tahun 2015-2019 dengan menggunakannmetode analisissregresi linear 
berganda dengan program SPSS 22. Jumlah sampel yang didapatkan adalah 
sebanyak 175 dari seluruh pemda di Jawa Tengah. Pengumpulan sampel 
menggunakan metodeesampling jenuh, dengan menjadikan seluruh populasi 
sebagai sampel. Maka penelitian menyimpulkan: 
1. Adanya pengaruh secara positif antara pendapatan asli daerah terhadap 
alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Tengah. 
2. Adanya pengaruhhsecara positif antara dana alokasi umum terhadap 
alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Tengah. 
3. Tidak adanya pengaruhhantara sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap 
alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 









Berdasarkannsimpulan yanggsudah dijelaskan diatas, makaapeneliti memiliki 
beberapaasaran yaitu: 
Saran untuk pemerintah: 
1. Kebijakan yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
terhadappalokasi belanja modal adalah bentuk komitmen dalam 
peningkatan pelayanan dan pembangunan pada masyarakat yang 
tercermin dalam PAD. Pendapatan asli dalam sebuah daerah sangat 
berpengaruh pada alokasi belanja modal. Sehingga pendapatan dalam 
daerah harus selalu ditingkatkan dan didorong guna menyejahterakan 
rakyat. 
2. Danaaalokasi umummadalah salah satu pendapatan yanggdidapat dari 
APBN.DDana alokasi iniisangat mempunyai pengaruh pada alokasi 
belanja modal. Sehingga pemerintah daerah tidak hanya memprioritaskan 
kenaikan pendapatan asli daerah tapi harus meningkatkan dana alokasi 
umum juga agar dapat memaksimalkan pelayanan publik. 
3. Dalam penelitian SiLPAAtahun sebelumnyaamempunyai pengaruh 
terhadappalokasi belanjaamodal. Sehingga pemerintah harus lebih 
memaksimalkan penyerapan anggaran dalam anggota perangkat daerah 
supaya SiLPA tahun sebelumnya tidak tinggi dan realisasi pendapatan 







Saran untuk peneliti selanjutnya: 
1. Peneliti berikutnya dapat menambahkan beberapa faktor yang 
mempengaruhi belanja modal, peneliti selanjutnya juga bisa 
menambahkan variabel selain variabel PAD, DAU dan SiLPA seperti 
pertumbuhannekonomi, dana alokasiikhusus, danaabagi hasil dan lain 
lain. 
2. Mempertimbangkan dalam penggunaan metode yang akan dipakai karena 
dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan.  
3. Berhubung penelitian ini hanya mencakup wilayah di Provinsi Jawa 
Tengah, maka peneliti selanjutnya supaya bisa menambahkan cakupan 
wilayah agar lebih luas lagi. 
C. Keterbatasan Penelitian 
1. Peneliti memiliki keterbatasannkemampuan,wwaktu,ttenaga dannbiaya 
sehingga peneliti hanyaaberfokus pada beberapa variabel yaitu 
pendapatannasli daerah,adana alokasiaumum, sisaalebih pembiayaan 
anggaran,sdan alokasi belanjaamodal. 
2. Peniliti memiliki keterbatasan dalam sampel yaitu hanya memakai 35 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sehinggaamemungkinkan 
adanyaaperbedaan hasillapabila dilakukanndengan Provinsiilebih dari 1. 
3. Peniliti memiliki keterbatasan hanya menggunakan 5 tahun periode 
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Pemda Tahun Y X1 X2 X3 
Kabupaten 
Banjarnegara 2015 329.811.474.920,00 180.561.068.549,00 862.810.552.000,00 712.843.155.928,00 
Kabupaten 
Banjarnegara 2016 487.536.000.000,00 221.048.350.442,00 976.643.000.000,00 394.324.000.000,00 
Kabupaten 
Banjarnegara 2017 562.843.385.558,00 297.485.382.003,00 959.486.489.000,00 195.491.204.317,00 
Kabupaten 
Banjarnegara 2018 474.607.689.278,00 235.994.436.137,00 959.486.489.000,00 172.249.776.483,00 
Kabupaten 
Banjarnegara 2019 358.205.528.802,00 257.700.650.110,00 999.003.344.000,00 116.906.522.531,00 
Kabupaten Banyumas 2015 362.744.753.623,00 502.281.349.460,00 1.277.833.796.000,00 812.794.066.364,00 
Kabupaten Banyumas 2016 400.833.000.000,00 541.418.504.936,00 1.398.540.000.000,00 461.706.000.000,00 
Kabupaten Banyumas 2017 472.485.470.290,00 619.701.627.380,00 1.373.971.809.000,00 389.736.670.693,00 
Kabupaten Banyumas 2018 525.416.939.614,00 648.326.914.035,00 1.373.971.809.000,00 382.315.707.328,00 
Kabupaten Banyumas 2019 478.797.497.271,00 686.805.512.326,00 1.437.036.239.000,00 290.345.329.675,00 
Kabupaten Batang 2015 193.435.878.499,00 179.721.273.968,00 706.782.246.000,00 297.422.801.172,00 
Kabupaten Batang 2016 223.872.000.000,00 209.957.224.673,00 790.848.000.000,00 159.948.000.000,00 
Kabupaten Batang 2017 163.667.905.285,00 219.807.128.307,00 779.010.049.000,00 93.695.845.354,00 
Kabupaten Batang 2018 163.400.979.708,00 237.547.973.048,00 781.383.387.000,00 97.602.830.612,00 
Kabupaten Batang 2019 211.778.239.648,00 245.836.087.092,00 817.365.659.000,00 101.747.058.956,00 
Kabupaten Blora 2015 326.177.548.362,00 156.402.924.037,00 848.823.612.000,00 302.766.061.917,00 
Kabupaten Blora 2016 434.954.000.000,00 171.277.218.774,00 943.325.000.000,00 139.318.000.000,00 
Kabupaten Blora 2017 420.864.556.022,00 280.042.019.102,00 926.754.302.000,00 43.648.225.790,00 
Kabupaten Blora 2018 499.439.779.133,00 203.182.795.054,00 926.682.649.031,00 63.485.678.762,00 





Kabupaten Boyolali 2015 310.175.465.196,00 260.633.637.928,00 968.089.632.000,00 398.172.955.546,00 
Kabupaten Boyolali 2016 373.916.000.000,00 292.310.344.153,00 1.032.740.000.000,00 235.732.000.000,00 
Kabupaten Boyolali 2017 420.149.743.344,00 388.014.897.386,00 1.014.602.019.000,00 143.082.813.903,00 
Kabupaten Boyolali 2018 498.972.083.904,00 342.957.213.726,00 1.014.602.019.000,00 153.553.180.774,00 
Kabupaten Boyolali 2019 530.593.843.520,00 395.431.863.402,00 1.045.669.922.000,00 146.262.985.662,00 
Kabupaten Brebes 2015 469.584.321.351,00 301.953.709.818,00 1.234.338.079.000,00 921.578.690.976,00 
Kabupaten Brebes 2016 784.628.000.000,00 339.156.506.771,00 1.339.380.000.000,00 469.603.000.000,00 
Kabupaten Brebes 2017 593.490.572.795,00 523.660.773.732,00 1.317.061.804.000,00 92.529.433.850,00 
Kabupaten Brebes 2018 527.158.454.521,00 346.907.972.510,00 1.321.798.057.000,00 164.746.801.352,00 
Kabupaten Brebes 2019 621.919.531.365,00 379.091.298.714,00 1.373.396.371.000,00 178.309.799.004,00 
Kabupaten Cilacap 2015 582.530.966.205,00 409.845.660.919,00 1.332.536.848.000,00 1.066.038.685.815,00 
Kabupaten Cilacap 2016 843.986.000.000,00 428.598.871.315,00 1.384.700.000.000,00 567.717.000.000,00 
Kabupaten Cilacap 2017 650.976.458.792,00 648.091.381.096,00 1.360.370.867.000,00 200.401.176.650,00 
Kabupaten Cilacap 2018 550.840.750.506,00 527.577.740.281,00 1.362.443.518.000,00 221.474.491.947,00 
Kabupaten Cilacap 2019 663.321.198.006,00 574.276.795.304,00 1.423.200.397.000,00 302.164.117.633,00 
Kabupaten Demak 2015 549.774.746.448,00 254.324.487.512,00 833.041.455.000,00 438.807.820.987,00 
Kabupaten Demak 2016 635.403.000.000,00 287.457.127.067,00 908.644.000.000,00 207.616.000.000,00 
Kabupaten Demak 2017 457.258.575.949,00 309.612.407.201,00 892.681.795.000,00 66.941.357.275,00 
Kabupaten Demak 2018 414.681.322.203,00 342.324.870.245,00 894.376.873.000,00 124.548.512.850,00 
Kabupaten Demak 2019 455.482.429.713,00 407.400.540.995,00 946.467.336.000,00 200.338.226.291,00 
Kabupaten Grobogan 2015 294.827.977.086,00 272.718.439.175,00 1.008.901.500.000,00 467.020.743.872,00 
Kabupaten Grobogan 2016 494.821.000.000,00 299.211.620.156,00 1.110.340.000.000,00 257.415.000.000,00 
Kabupaten Grobogan 2017 603.353.904.468,00 440.456.238.668,00 1.091.590.533.000,00 119.867.504.907,00 
Kabupaten Grobogan 2018 423.425.389.079,00 315.743.175.974,00 1.094.460.434.000,00 135.494.838.386,00 





Kabupaten Jepara 2015 330.419.498.662,00 270.251.582.727,00 935.771.120.000,00 517.189.081.067,00 
Kabupaten Jepara 2016 397.079.000.000,00 415.142.563.370,00 1.000.370.000.000,00 292.241.000.000,00 
Kabupaten Jepara 2017 404.345.727.549,00 325.530.346.533,00 982.800.016.000,00 223.941.692.945,00 
Kabupaten Jepara 2018 397.783.041.502,00 369.330.454.700,00 984.914.973.687,00 161.457.843.755,00 
Kabupaten Jepara 2019 325.214.472.023,00 384.979.296.768,00 1.039.864.085.000,00 107.256.511.653,00 
Kabupaten Karanganyar 2015 241.652.801.331,00 255.445.549.750,00 906.446.527.000,00 576.449.878.119,00 
Kabupaten Karanganyar 2016 382.070.000.000,00 301.308.069.387,00 996.164.000.000,00 314.620.000.000,00 
Kabupaten Karanganyar 2017 271.970.439.801,00 415.142.563.370,00 978.664.650.000,00 223.810.397.895,00 
Kabupaten Karanganyar 2018 261.936.024.361,00 343.156.469.167,00 978.664.650.000,00 186.963.056.959,00 
Kabupaten Karanganyar 2019 286.884.774.876,00 387.763.013.239,00 1.018.544.740.000,00 221.485.431.047,00 
Kabupaten Kebumen 2015 468.153.450.416,00 245.159.255.421,00 1.146.008.708.000,00 509.158.034.067,00 
Kabupaten Kebumen 2016 649.703.000.000,00 291.016.727.630,00 1.256.070.000.000,00 272.180.000.000,00 
Kabupaten Kebumen 2017 433.698.055.660,00 443.608.862.461,00 1.234.003.169.000,00 160.912.405.489,00 
Kabupaten Kebumen 2018 370.004.376.524,00 352.047.092.282,00 1.234.003.169.000,00 224.135.495.480,00 
Kabupaten Kebumen 2019 365.840.794.028,00 409.163.433.330,00 1.279.681.428.000,00 201.692.379.503,00 
Kabupaten Kendal 2015 282.090.070.438,00 239.564.403.981,00 884.901.572.000,00 730.545.986.976,00 
Kabupaten Kendal 2016 329.821.000.000,00 265.074.880.714,00 972.953.000.000,00 378.230.000.000,00 
Kabupaten Kendal 2017 321.438.759.709,00 404.978.613.972,00 955.860.928.000,00 297.125.254.911,00 
Kabupaten Kendal 2018 284.991.421.170,00 335.892.237.024,00 956.331.079.388,00 234.868.200.025,00 
Kabupaten Kendal 2019 283.503.675.627,00 350.500.849.956,00 998.236.127.000,00 212.484.349.034,00 
Kabupaten Klaten 2015 306.072.310.863,00 190.622.670.128,00 1.164.196.398.000,00 692.754.775.801,00 
Kabupaten Klaten 2016 220.759.000.000,00 224.197.647.614,00 1.204.340.000.000,00 406.199.000.000,00 
Kabupaten Klaten 2017 364.937.481.638,00 371.718.439.306,00 1.271.590.067.902,00 374.231.954.686,00 
Kabupaten Klaten 2018 384.574.980.960,00 395.884.244.135,00 1.237.967.327.000,00 455.690.054.002,00 





Kabupaten Kudus 2015 451.330.309.179,00 255.284.092.548,00 784.919.177.000,00 866.662.169.185,00 
Kabupaten Kudus 2016 678.206.000.000,00 279.238.949.943,00 822.154.000.000,00 446.160.000.000,00 
Kabupaten Kudus 2017 500.780.772.427,00 366.031.203.778,00 807.711.173.000,00 182.034.296.310,00 
Kabupaten Kudus 2018 377.578.292.200,00 337.364.609.424,00 807.056.990.772,00 138.845.378.580,00 
Kabupaten Kudus 2019 278.210.578.665,00 343.824.122.868,00 851.036.584.000,00 169.638.236.692,00 
Kabupaten Magelang 2015 253.851.809.152,00 261.569.091.783,00 996.070.014.000,00 866.722.823.134,00 
Kabupaten Magelang 2016 353.168.000.000,00 288.485.279.045,00 1.078.980.000.000,00 492.804.000.000,00 
Kabupaten Magelang 2017 502.862.222.437,00 403.561.238.310,00 1.060.027.733.000,00 457.569.190.778,00 
Kabupaten Magelang 2018 501.727.375.261,00 325.089.093.092,00 1.060.540.612.000,00 301.191.010.635,00 
Kabupaten Magelang 2019 386.529.995.844,00 417.178.099.961,00 1.097.366.974.000,00 222.173.574.911,00 
Kabupaten Pati 2015 279.135.035.536,00 310.063.640.827,00 1.086.645.667.000,00 665.198.420.306,00 
Kabupaten Pati 2016 419.720.000.000,00 314.921.148.585,00 1.207.510.000.000,00 345.770.000.000,00 
Kabupaten Pati 2017 448.942.339.053,00 449.821.345.800,00 1.186.296.947.000,00 178.481.942.708,00 
Kabupaten Pati 2018 439.492.642.225,00 384.041.846.939,00 1.189.796.870.000,00 283.441.994.190,00 
Kabupaten Pati 2019 405.100.296.549,00 363.997.151.178,00 1.240.426.635.000,00 252.395.056.379,00 
Kabupaten Pekalongan 2015 190.291.494.232,00 251.558.970.834,00 862.011.706.000,00 372.739.745.499,00 
Kabupaten Pekalongan 2016 237.939.000.000,00 310.572.982.846,00 926.571.000.000,00 228.607.000.000,00 
Kabupaten Pekalongan 2017 336.815.993.533,00 305.394.299.061,00 910.294.366.000,00 203.986.174.938,00 
Kabupaten Pekalongan 2018 431.412.970.525,00 311.288.143.682,00 915.154.037.000,00 229.787.303.095,00 
Kabupaten Pekalongan 2019 345.165.297.652,00 341.344.415.575,00 974.248.885.000,00 170.564.364.092,00 
Kabupaten Pemalang 2015 267.766.979.163,00 230.435.212.865,00 1.058.982.530.000,00 513.222.670.516,00 
Kabupaten Pemalang 2016 246.080.000.000,00 275.458.485.975,00 1.197.920.000.000,00 261.475.000.000,00 
Kabupaten Pemalang 2017 336.088.968.940,00 425.893.266.850,00 1.176.872.960.000,00 166.466.702.936,00 
Kabupaten Pemalang 2018 291.381.937.258,00 300.481.887.079,00 1.180.834.332.000,00 230.440.704.973,00 





Kabupaten Purbalingga 2015 170.645.780.046,00 215.622.047.787,00 805.222.229.000,00 433.710.829.117,00 
Kabupaten Purbalingga 2016 299.154.000.000,00 251.816.569.703,00 897.338.000.000,00 264.427.000.000,00 
Kabupaten Purbalingga 2017 400.354.579.758,00 355.859.003.583,00 881.574.483.000,00 160.236.910.033,00 
Kabupaten Purbalingga 2018 270.527.629.406,00 282.679.019.517,00 881.574.483.000,00 114.477.343.758,00 
Kabupaten Purbalingga 2019 262.136.781.292,00 305.996.806.188,00 918.228.685.000,00 125.136.675.308,00 
Kabupaten Purworejo 2015 252.290.086.056,00 233.934.134.286,00 875.528.049.000,00 453.441.346.363,00 
Kabupaten Purworejo 2016 274.263.000.000,00 255.598.775.204,00 940.778.000.000,00 242.840.000.000,00 
Kabupaten Purworejo 2017 465.126.656.366,00 298.606.494.653,00 924.251.795.000,00 339.192.444.262,00 
Kabupaten Purworejo 2018 365.866.406.531,00 286.971.590.024,00 924.251.795.000,00 175.783.754.409,00 
Kabupaten Purworejo 2019 327.413.701.414,00 280.396.155.600,00 963.312.191.000,00 107.111.633.638,00 
Kabupaten Rembang 2015 51.980.727.019,00 193.122.759.857,00 723.091.447.000,00 606.193.564.336,00 
Kabupaten Rembang 2016 345.546.000.000,00 234.167.928.390,00 785.381.000.000,00 396.608.000.000,00 
Kabupaten Rembang 2017 353.770.714.067,00 300.319.284.807,00 771.584.367.000,00 214.495.185.983,00 
Kabupaten Rembang 2018 309.448.505.895,00 296.676.436.263,00 771.584.367.000,00 117.161.445.444,00 
Kabupaten Rembang 2019 207.071.429.379,00 308.445.489.137,00 799.760.392.000,00 75.415.765.916,00 
Kabupaten Semarang 2015 229.910.573.491,00 278.851.900.617,00 876.672.925.000,00 354.740.314.936,00 
Kabupaten Semarang 2016 381.465.000.000,00 318.535.456.508,00 968.848.000.000,00 187.736.000.000,00 
Kabupaten Semarang 2017 346.459.249.455,00 417.417.848.831,00 951.828.487.000,00 152.229.713.982,00 
Kabupaten Semarang 2018 405.051.441.667,00 383.475.678.134,00 952.362.147.000,00 234.923.369.862,00 
Kabupaten Semarang 2019 393.472.095.964,00 429.011.081.257,00 1.001.565.375.000,00 181.106.149.672,00 
Kabupaten Sragen 2015 324.140.892.998,00 267.711.820.479,00 977.443.589.000,00 491.396.319.395,00 
Kabupaten Sragen 2016 325.397.000.000,00 297.176.667.496,00 1.067.770.000.000,00 235.121.000.000,00 
Kabupaten Sragen 2017 349.519.743.025,00 404.569.404.722,00 1.049.016.918.000,00 206.837.633.273,00 
Kabupaten Sragen 2018 428.218.853.657,00 334.303.284.344,00 1.049.016.918.000,00 176.845.059.465,00 





Kabupaten Sukoharjo 2015 265.948.514.720,00 313.947.492.011,00 854.457.636.000,00 603.570.313.812,00 
Kabupaten Sukoharjo 2016 327.611.000.000,00 363.164.247.120,00 959.910.000.000,00 366.311.000.000,00 
Kabupaten Sukoharjo 2017 250.940.426.244,00 464.567.409.857,00 906.416.629.000,00 289.621.352.709,00 
Kabupaten Sukoharjo 2018 388.468.318.338,00 433.485.481.219,00 906.416.629.000,00 467.281.226.263,00 
Kabupaten Sukoharjo 2019 350.577.750.659,00 458.742.223.869,00 946.104.486.000,00 310.182.333.525,00 
Kabupaten Tegal 2015 255.207.688.302,00 304.000.970.135,00 1.085.545.293.000,00 675.880.416.117,00 
Kabupaten Tegal 2016 516.642.000.000,00 316.051.223.572,00 1.162.100.000.000,00 412.629.000.000,00 
Kabupaten Tegal 2017 437.758.902.809,00 375.531.165.351,00 1.141.687.714.000,00 119.670.200.253,00 
Kabupaten Tegal 2018 417.983.021.935,00 372.282.676.055,00 1.144.494.182.000,00 106.925.093.496,00 
Kabupaten Tegal 2019 434.393.482.658,00 436.003.392.413,00 1.198.561.641.000,00 59.879.097.966,00 
Kabupaten 
Temanggung 2015 320.338.494.109,00 212.498.139.929,00 731.733.741.000,00 380.691.997.829,00 
Kabupaten 
Temanggung 2016 398.487.000.000,00 281.328.538.403,00 807.995.000.000,00 188.310.000.000,00 
Kabupaten 
Temanggung 2017 313.434.852.386,00 308.466.748.340,00 793.801.136.000,00 111.281.501.116,00 
Kabupaten 
Temanggung 2018 185.771.793.520,00 252.019.934.778,00 793.485.677.000,00 66.478.733.932,00 
Kabupaten 
Temanggung 2019 223.249.187.567,00 278.313.775.793,00 828.948.502.000,00 85.356.884.193,00 
Kabupaten Wonogiri 2015 311.990.827.171,00 211.208.601.200,00 1.031.393.472.000,00 530.137.701.603,00 
Kabupaten Wonogiri 2016 404.554.000.000,00 218.605.124.465,00 1.145.430.000.000,00 305.181.000.000,00 
Kabupaten Wonogiri 2017 503.215.278.501,00 333.840.434.905,00 1.125.312.680.000,00 196.463.469.269,00 
Kabupaten Wonogiri 2018 406.899.652.093,00 269.032.427.619,00 1.124.733.467.000,00 196.486.500.739,00 
Kabupaten Wonogiri 2019 565.091.976.631,00 287.221.631.013,00 1.181.037.066.000,00 241.343.452.885,00 





Kabupaten Wonosobo 2016 276.910.000.000,00 199.894.559.846,00 841.407.000.000,00 238.041.000.000,00 
Kabupaten Wonosobo 2017 311.015.809.922,00 228.017.473.938,00 826.626.357.000,00 178.535.995.176,00 
Kabupaten Wonosobo 2018 381.600.659.789,00 226.819.478.601,00 827.791.657.000,00 271.466.373.121,00 
Kabupaten Wonosobo 2019 430.765.650.280,00 238.371.743.591,00 877.474.203.000,00 255.341.911.472,00 
Kota Magelang 2015 141.308.934.005,00 186.677.410.081,00 418.257.922.000,00 356.946.348.973,00 
Kota Magelang 2016 221.924.000.000,00 220.315.425.999,00 447.910.000.000,00 201.227.000.000,00 
Kota Magelang 2017 233.070.956.632,00 233.557.714.356,00 440.041.244.000,00 162.344.899.952,00 
Kota Magelang 2018 237.422.914.193,00 249.877.424.347,00 440.041.244.000,00 180.992.764.876,00 
Kota Magelang 2019 272.055.204.204,00 273.582.932.151,00 455.177.029.000,00 134.408.800.314,00 
Kota Pekalongan 2015 157.668.840.341,00 152.044.596.332,00 421.276.527.000,00 219.855.912.048,00 
Kota Pekalongan 2016 201.951.000.000,00 178.604.460.870,00 457.085.000.000,00 118.486.000.000,00 
Kota Pekalongan 2017 220.686.788.384,00 192.002.871.181,00 449.055.738.000,00 96.588.644.609,00 
Kota Pekalongan 2018 146.382.593.476,00 179.224.408.698,00 449.055.738.000,00 78.568.368.646,00 
Kota Pekalongan 2019 182.153.984.579,00 212.777.435.294,00 475.842.089.000,00 87.928.207.176,00 
Kota Salatiga 2015 107.149.176.492,00 167.010.555.173,00 400.176.755.000,00 610.938.995.542,00 
Kota Salatiga 2016 267.295.000.000,00 203.768.690.069,00 456.080.000.000,00 336.630.000.000,00 
Kota Salatiga 2017 217.847.988.544,00 220.243.361.132,00 448.067.710.000,00 265.449.841.825,00 
Kota Salatiga 2018 222.021.981.988,00 208.926.057.032,00 448.067.710.000,00 291.800.636.661,00 
Kota Salatiga 2019 183.724.641.420,00 236.086.898.372,00 469.967.335.000,00 258.254.809.426,00 
Kota Semarang 2015 726.139.722.089,00 1.201.581.778.459,00 1.126.847.634.000,00 2.244.851.726.147,00 
Kota Semarang 2016 1.026.720.000.000,00 1.491.647.979.748,00 1.211.710.000.000,00 1.194.350.000.000,00 
Kota Semarang 2017 1.275.359.088.966,00 1.791.886.378.674,00 1.190.422.387.000,00 818.140.112.812,00 
Kota Semarang 2018 1.228.459.434.270,00 1.821.274.103.250,00 1.190.422.387.000,00 427.634.816.216,00 
Kota Semarang 2019 1.054.761.429.772,00 2.066.333.418.588,00 1.317.186.595.000,00 176.328.459.834,00 





Kota Surakarta 2016 307.534.000.000,00 425.502.766.156,00 841.536.000.000,00 222.187.000.000,00 
Kota Surakarta 2017 469.587.240.639,00 527.544.224.971,00 826.753.038.000,00 230.633.028.036,00 
Kota Surakarta 2018 523.770.318.153,00 527.739.388.159,00 826.587.795.000,00 226.280.488.189,00 
Kota Surakarta 2019 543.578.176.920,00 546.020.008.117,00 879.123.635.000,00 188.622.166.304,00 
Kota Tegal 2015 207.499.062.149,00 271.601.407.419,00 405.831.088.000,00 302.669.420.270,00 
Kota Tegal 2016 248.511.000.000,00 287.343.472.844,00 490.772.000.000,00 141.704.000.000,00 
Kota Tegal 2017 205.549.637.709,00 306.830.656.135,00 482.150.715.000,00 112.932.169.729,00 
Kota Tegal 2018 113.622.507.976,00 275.021.448.594,00 482.150.715.000,00 106.373.126.488,00 





HASIL PERHITUNGAN SPSS 
Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Alokasi Belanja 
Modal 
175 51980727019 1275359088966 381762435692,77 179746497179,924 
Valid N (listwise) 175     
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PAD 175 152044596332 2066333418588 358605022556,68 252616836120,394 
Valid N (listwise) 175     
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DAU 175 400176755000 1437036239000 955176411233,03 247414632261,338 
Valid N (listwise) 175     
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SiLPA 175 43648225790 2244851726147 306180202266,03 248356545905,851 
Valid N (listwise) 175     
 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 











Test Statistic ,056 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 







Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 ,816a ,666 ,660 104759836012,344 ,992 
a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAU, PAD 







1 (Constant)   
PAD ,796 1,257 
DAU ,837 1,195 
SiLPA ,903 1,107 




















 -,185 ,854 
PAD ,449 ,035 ,631 12,741 ,000 
DAU ,239 ,035 ,330 6,821 ,000 
SiLPA -,007 ,034 -,009 -,195 ,845 
a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal 
 
Uji Goodness Of Fit 
ANOVAa 




















174    
a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal 



















 -,185 ,854 
PAD ,449 ,035 ,631 12,741 ,000 
DAU ,239 ,035 ,330 6,821 ,000 
SiLPA -,007 ,034 -,009 -,195 ,845 
a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal 
 
Uji Koefisien Determinan (R2) 
                                         Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,816a ,666 ,660 104759836012,344 
a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAU, PAD 
b. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal 
 
